
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR SE - 08/PJ.313/1995 

 

TENTANG PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT 

 

TermasuksebagaijasaangkutandaratdantidakmerupakanobjekpemotonganPajakPenghasilanPasal 23 : 

2.1. Jasaangkutankendaraanperusahaantaksi yang disewa/charter sesuaitarifargometer. 

2.2. Jasaangkutankendaraanperusahaanangkutanbarang yang 

mengangkutbarangdaritempatpengirimanketempattujuanberdasarkankontrak/perjanjianangkutan yang 

dibayarberdasarbanyakatau volume barang, beratbarang, jarakketempattujuan, 

sepanjangkontrak/perjanjiantersebutdibuatsemata-mata demi terjaminnyabarang yang 

diangkuttersebutsampaiditempattujuanpadawaktunya. 

2.3. Jasaangkutankeretaapi yang dilakukanolehPerumkaKeretaApi. 

 

SE No. 8 tahun 1995 dinyatakantidakberlakulagidenganterbitnya  

 

 

PER 70 Tahun 2007 

 

Pasal 6 

PadasaatmulaiberlakunyaPeraturanDirekturJenderalPajakini, maka : 

 

1. PeraturanDirekturJenderalPajakNomor PER-178/PJ/2006 tentangJenisJasa Lain Dan 

PerkiraanPenghasilanNetosebagaimanadimaksuddalamPasal 23 ayat (1) huruf c Undang-UndangNomor 7 Tahun 

1983 tentangPajakPenghasilanSebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 17 Tahun 2000; 

2. SuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor SE-08/PJ.313/1995 tentangPajakPenghasilanPasal 23 

atasPersewaanAlatAngkutanDarat; 

3. SuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor SE-10/PJ.3/1998 tentangPerlakuanPerpajakanatas Perusahaan 

Periklanan; 

4. KeputusanDirekturJenderalPajakdanSuratEdaranDirekturJenderalPajaksertaSuratPenegasan, yang 

bertentangandenganPeraturanDirekturJenderalPajakini; 

 

dinyatakandicabutdantidakberlaku. 

 

 

UU No. 36 Tahun 2008 

Pasal 23 

 

(1) Ataspenghasilantersebut di bawahinidengannamadandalambentukapa pun yang dibayarkan, 

disediakanuntukdibayarkan, atautelahjatuh tempo pembayarannyaolehbadanpemerintah, 

subjekpajakbadandalamnegeri, penyelenggarakegiatan, bentukusahatetap, 

atauperwakilanperusahaanluarnegerilainnyakepadaWajibPajakdalamnegeriataubentukusahatetap, 

dipotongpajakolehpihak yang wajibmembayarkan: 

 

a. sebesar 15% (lima belaspersen) darijumlahbrutoatas: 

1. dividensebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) huruf g; 

2. bungasebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) huruf f; 

3. royalti; dan 

4. hadiah, penghargaan, bonus, dansejenisnyaselain yang 

telahdipotongPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalamPasal 21 ayat (1) huruf e; 

b. dihapus; 

c. sebesar 2% (duapersen) darijumlahbrutoatas: 

1. sewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta, kecualisewadanpenghasilan lain 

sehubungandenganpenggunaanharta yang telahdikenaiPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalamPasal 



4 ayat (2); dan 

2. imbalansehubungandenganjasateknik, jasamanajemen, jasakonstruksi, jasakonsultan, danjasa lain selainjasa 

yang telahdipotongPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalamPasal 21. 

 

walaupun PMK 244 tidakmengaturtentangsewakendaraan, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 1 

dapatdigunakansebagaidasaruntukmengenakanPPhPasal 23 atasJasasewakendaraan.  

satuhal yang harusdiperhatikanadalahbahwakendaraantersebutbukanangkutanumum. 

denganmenyewakendaraantersebut,berartitertutuppeluangbagipihak lain 

untukmenggunakankendaraantersebutselamakitasewa. 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=1831&hlm=3 


